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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan, peneletian ini membahas tentang Analisis 

Pelaksanaan Pengawasan Program DAU di Kota Kupang, dapat disimpulkan: 

1. Dana Perimbangan lebih khusus DAU menyumbang kontribusi 

tertinggi terhadap Pendapatan Daerah Kota Kupang selama tahun 2017-

2019. Dimana pada tahun 2017, Dana Perimbangan menyumbang 

kontribusi paling besar terhadap Pendapatan Daerah yaitu sebesar Rp. 

822,687,901,806.00 dengan persentase 71,1%. Di sisi lain, jumlah 

realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 649,542,427,000.00. 

Persentase Dana Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan sebesar 

78,9%. Sedangkan Persentase Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan 

Daerah sebesar 56,1%. Pada tahun 2018, Dana Perimbangan 

menyumbangkan kontribusi tertinggi terhadap penerimaan pendapatan 

daerah Kota Kupang tahun 2018 sebesar 77,05%. Di mana total Dana 

Alokasi Umum sebesar Rp. 648,250,298,541.00. Persentase Dana 

Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan sebesar 70,82%. Persentase 

Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah sebesar 55,4%. Pada 

tahun 2019, Dana Perimbangan menyumbangkan kontribusi paling besar 

terhadap Pendapatan Daerah sebesar 75,1%. Di mana realisasi Dana 

Alokasi Umum sebesar Rp. 674,841,601,000.00. Persentase Dana 

Alokasi Umum terhadap Dana Perimbangan sebesar 77,1 %. Persentase 
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Dana Alokasi Umum terhadap Pendapatan Daerah sebesar 57,9%. 

Selama kurun waktu tiga tahun penerimaan DAU di Kota Kupang 

mengalami kondisi naik-turun (fluktuasi). Hal itu dibuktikan dengan 

jumlah penerimaan DAU pada tahun 2017 sebesar Rp. 649.542.427.000, 

menurun ke angka Rp. 648.250.298.541 pada tahun 2018. Kemudian 

naik kembali ke angka Rp. 674.841.601.000 pada tahun 2019. 

Pemanfaatan DAU di Kota Kupang digunakan untuk pemenuhan Belanja 

Tidak Langsung. DAU pada tahun 2017 sebesar Rp. 649.542.427.000 

digunakan untuk membiayai Beban Tidak Langsung sebesar Rp. 

474.904.702.530. DAU pada tahun 2018 sebesar Rp. 648.250.298.541 

digunakan untuk membiayai Beban Tidak Langsung sebesar Rp. 

462.337.665.567. DAU pada tahun 2019 sebesar Rp. 674.841.601.000 

digunakan untuk membiayai Beban Tidak Langsung sebesar Rp. 

482.604.326.601. Terhadap sisa DAU dari penggunaan Belanja Tidak 

Langsung, dialihkan ke pemenuhan Belanja Langsung.  

2. Pihak Inspektorat Kota Kupang selaku Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP), melakukan pengawasan realisasi DAU berdasarkan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing SKPD. 

Dalam menjalankan kegiaatan pengawasan tersebut, Inspektorat Daerah 

Kota Kupang melakukan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). 

PKPT ini dijalankan ke masing-masing SKPD, tetapi lebih spesifik ke 

pengelolaan keuangan dengan nominal yang lebih besar. Mekanisme 

Kegiatan PKPT dibagi menjadi dua yaitu, Penugasan Pengawasan dan 
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Pelaporan Ikhtisar Hasil Pengawasan. Penugasan pengawasan dibagi 

dalam dua bagian di antaranya, Persiapan Penugasan Pengawasan, 

Pelaksanaan Penugasan Pengawasan dan Pelaporan Penugasan 

Pengawasan. Tiap bagian saling berkorelasi demi menunjang tujuan 

kegiatan pengawasan yang efektif. Dan untuk pelaksanaanya sendiri 

sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan SOP yang ditetapkan. 

Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan merupakan tahap akhir sekaligus 

merekap seluruh hasil dari proses sebelumnya. Penerapan kegiatan sudah 

berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. 

3. Proses pengawasan DAU tidak begitu menemui banyak kendala. 

Sistem dan mekanisme yang teroganisir dengan baik memampukan 

pengawasan tersebut, lebih spesifik DAU dapat dijalankan dengan baik. 

Berkaitan dengan penyelewengan terkait dengan nominal DAU, 

Inspektorat Daerah Kota Kupang mengajukan rekomendasi keputusan ke 

Kepala Daerah. Penyelewengan DAU kemungkinan kecil terjadi karena 

sistem sudah berbasis digital. Melalui SIPKD, pengelolaan keuangan 

daerah lebih efektif, efisien, transparan dan auditabel. Kendala yang 

kerap dialami yaitu berkaitan dengan keterlambatan pengiriman laporan 

keuangan. Dan konsekwensi yang diterima yaitu penundaan penyaluran 

DAU untuk tahap berikutnya. Ketergantungan terhadap DAU masih 

begitu tinggi. Penyerapan PAD yang kecil, membuat Pemerintah Daerah 

menggunakan lebih banyak DAU untuk membiayai kegiatan 
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pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut dapat dikonfirmasi bahwa 

fenomena Flypaper Effect terjadi di Kota Kupang.  

6.2 Saran 

Berdasarkan hasil peneletian, maka saran yang diberikan ialah: 

1. Bagi Inspektorat Daerah Kota Kupang, melihat penerepan 

pengawasan DAU di Kota Kupang sudah berjalan efektif, efesien dan 

sesuai SOP maka diharapkan untuk dapat terus mengembangkan dan 

menjalankan pelaksanaan tata kelola pengawasan yang baik demi 

menciptakan good governance. 

2. Bagi Pemerintah Daerah Kota Kupang, mengetahui bahwa 

fenomena Flypaper Effect terbukti terjadi di Kota Kupang, diharapkan 

pemerintah daerah mampu menggali sumber-sumber potensial daerah 

yang mampu menunjang PAD, sehingga mampu memperkecil 

ketergantungan tehadap pendapatan transfer dalam hal ini DAU.  
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